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PENETAPAN
Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara
permohonan:

ERNAWATI, bertempat tinggal di Bangselok, Kecamatan Kota,

Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Agustus 2017
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep
pada tanggal 2 Agustus 2017 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2017/PN Smp,
telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon anak kandung sah dari seorang ayah bernama Abd. Gani
dan ibu bernama Hawiya;

2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan kelahiran untuk mendapatkan
Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 13
Juni 2012 Nomor: 3529-LT-04062012-0134 tertulis nama pemohon Ernawati
lahir di Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960;

3. Bahwa pada saat Pemohon sekolah, nama Pemohon tertulis dengan nama
Ernawati, lahir di Sumenep tanggal, bulan dan tahun lengkap sesuai dengan
pendaftaran awal masuk sekolah yaitu tahun 1958, sehingga di ijazah
Pemohon tertulis nama pemohon Ernawati, lahir di Sumenep, tahun 1958;

4. Bahwa di identitas Pemohon yang lainnya di Kartu Tanda Penduduk dan
kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Ernawati, lahir di
Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960;

5. Bahwa dengan demikian ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon
yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis Pemohon lahir
pada 18 Agustus 1960, di ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir tahun
1958;
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6. Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan tahun lahir Pemohon sebagaimana
yang tertulis di ijazah pemohon (Ernawati), lahir di Sumenep, pada tanggal
18 Agustus 1958;

7. Bahwa kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut disebabkan karena kelalaian
dari Pemohon sendiri pada saat Pemohon mendaftar;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon lahir pada tanggal 18
Agustus 1958, maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan
permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan
memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan;

2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas tanggal dan bulan lahir
Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada
tanggal 13 Juni 2012 Nomor: 3529-LT-04062012-0134 tertulis nama
pemohon Ernawati lahir di Sumenep pada tanggal 18 Agustus 1960
menjadi pemohon Ernawati lahir di Sumenep, pada tanggal 18 Agustus
1958;

3. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Sumenep untuk mencatatkan tentang pembetulan identitas tahun lahir
Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon kepada instansi terkait setelah
ditunjukkan salinan penetapan ini, dan selanjutnya untuk dicatatkan pada
register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon
menghadap sendiri;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah
termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan
lagi dan mohon penetapan;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya

adalah mengenai perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum di

Kutipan Akta Kelahiran dari 18 Agustus 1960 menjadi 18 Agustus 1958;
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Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “Apakah
permohonan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon tersebut beralasan
hukum?”;

Bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk
membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti
berupa surat bertanda P.1. sampai dengan P.6.;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (bukti P.4.,
P.5., dan P.6.), dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian,
maka diperoleh fakta Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti
Pemohon lahir pada tanggal 18 Agustus 1958, oleh karena itu petitum
permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa Pemohon pada petitum ketiga meminta Pengadilan untuk
memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk memperbaiki
nama Pemohon setelah ditunjukkan salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak yang
berperkara, dan mengingat perkara ini bersifat voluntair, sedang Kantor
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tidak menjadi pihak
maka petitum ini tidak relevan, lagipula menurut Undang-undang tanpa
diperintahpun pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep wajib melaksanakan penetapan pengadilan, oleh karena itu petitum
ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan
untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka
Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 97 Peraturan Presiden
Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal
kelahiran Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3529-LT-04062012-
0134 dari 18 Agustus 1960 menjadi 18 Agustus 1958;
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3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017, oleh
Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor
130/Pen.Pdt.P/2017/PN Smp tanggal Agustus 2017, penetapan tersebut pada
hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim

Alimuddin, S.Sos., M.H. Awaluddin Hendra Aprilana

Perincian biaya :

1. Panggilan .................... Rp80.000,00

2. Register/PNBP ............ Rp30.000,00

3. ATK oo Rp50.000,00

4. Meterai.......cocevienannn. Rp6.000,00

5. Redaksi...........coennt Rp5.000,00 +
Jumlah .......... Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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